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Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa bulan keamanan pangan nasional merupakan

kegiatan penting yang dimaksudkan untuk meningkatkan
kepedulian dan keterlibatan partisipatif masyarakat di

bidang keamanan pangan;

. bahwa untuk keseragaman dalam pelaksanaan bulan

keamanan pangan nasional perlu menetapkan pedoman

penyelenggaraan bulan keamanan pangan nasional;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang
Pedoman Penyelenggaraan Bulan Keamanan Pangan

Nasional;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
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. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5603);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013
tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden
Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
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Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden
Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas
Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1714);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan
Desa Pangan Aman (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 583);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BULAN
KEAMANAN PANGAN NASIONAL.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan dan memberlakukan Pedoman

Penyelenggaraan Bulan Keamanan Pangan Nasional

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
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Pasal 2
Pedoman Penyelenggaraan Bulan Keamanan Pangan
Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan
acuan bagi semua petugas yang terlibat dalam melakukan

Penyelenggaraan Bulan Keamanan Pangan Nasional.

Pasal 3
Peraturan Kepala Badan ini berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2015

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ROY A. SPARRINGA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BULAN KEAMANAN PANGAN
NASIONAL

LATAR BELAKANG

Keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada
pangan yang hendak dikonsumsi oleh semua masyarakat Indonesia. Pangan
vang bermutu dan aman dapat dihasilkan dari dapur rumah tangga maupun
dari industri pangan.

Keamanan pangan bukan hanya merupakan isu dunia tapi juga menyangkut
kepedulian individu. Jaminan akan keamanan pangan adalah merupakan hak
asasi konsumen. Pangan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat
esensial dalam kehidupan manusia.

World Health Organization (WHO) mencatat jutaan orang jatuh sakit, bahkan
banyak yang meninggal akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman.
Diperkirakan lebih dari 200 jenis penyakit yang ditimbulkan karena
mengkonsumsi pangan yang tercemar. Untuk itu, perlu praktek penanganan
pangan vang baik untuk menghindarkan pangan menjadi tercemar sekaligus
mencegah penyakit akibat pangan.

Bulan Keamanan Pangan Nasional merupakan kegiatan yang diadakan guna
mendukung pelaksanaan Hari Pangan Sedunia tanggal 16 Oktober.

DATA KERACUNAN

* Pada tahun 2014, data kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan yang
dihimpun Badan POM RI menunjukkan ada 47 kasus sedangkan pada
tahun 2013 sebanyak 84. Data KLB yang terlaporkan jauh menurun jika
dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu 115 Kejadian (2010}, 163
Kejadian (2011), 128 Kejadian (2012).

www.peraturan.go.id



